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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi  digitalisasi persidangan online dalam upaya meningkatkan kinerja jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan  analisis model interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi   digitalisasi persidangan online dalam upaya meningkatkan kinerja jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yaitu proses digitalisasi layanan pengadilan dimulai pada administrasi dokumen yaitu dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang kemudian meluas pada pemrosesan perkara dari pendaftaran hingga diterbitkannya putusan yang memiliki kekuatan hukum. Peradilan elektronik dimana semua proses terkait perkara dapat dilayani pada aplikasi e-court dan e-litigasi. 
Kata Kunci :  
Digitalisasi Persidangan Online, Kinerja Pegawai

ABSTRACT
Digitizing online trials is useful in examinations via teleconference media or remote examinations in the evidentiary stage because you do not have to wait for the presence of the person to be examined at court hearings, with this teleconference, the planning process becomes fast and efficient.  This study aims to find out and analyze the implementation of digitizing online trials in an effort to improve the performance of public prosecutors in handling cases at the District Attorney's Office of Sukabumi Regency.  The research method used is descriptive qualitative analysis.  The data collection used was interviews accompanied by observation and literature techniques.  Data analysis techniques using interactive model analysis consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.The results of the study show that the implementation of online trial digitization is in an effort to improve the performance of public prosecutors in handling cases at the Sukabumi District Attorney's Office, namely the process of digitizing court services starting with document administration, namely the application of the Case Tracing Information System (SIPP) which then extends to case processing from registration until the issuance of a decision that has legal force.  Electronic justice where all processes related to cases can be served on e-court and e-litigation applications.  The consequence of implementing technology in this judicial service is that the prosecutor must have human resources who are able to adapt and master judicial applications, so that they are not only able to use but also able to repair if a system error occurs related to online trials.

Keywords: Digitalization of Online Trials, Employee Performance

I. PENDAHULUAN
Mahkamah Agung dalam kesempatan webinar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI dengan mengangkat tema “Persidangan Online Sebagai Inovasi Di Masa Pandemi Covid-19” pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 memberikan penjelasan dalam materi yang diberikan ke-depannya, sebagai pengisi kekosongan aturan persidangan pidana secara online dan sebagai tindak lanjut MoU antar lembaga penegak hukum maka Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun draft PERMA terkait pengaturan persidangan secara daring/online ini. Adapun substansi yang rencananya diatur dalam PERMA tersebut antara lain dalam melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menghambat adanya mobilitas Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti, selanjutnya apakah penuntutan perkara tindak pidana yang selama ini telah berjalan secara daring meskipun belum diatur dalam KUHAP maupun aturan perundang-undangan lainnya dan masih sebatas pemikiran untuk menuangkannya dalam bentuk PERMA tersebut bisa dianggap sah dan diterima dalam masyarakat,maka berdasarkan uraian diatas diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membahas terkait implementasi dan kendala regulasi dalam penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, disamping itu juga perlu untuk mengkaji regulasi yang seperti apakah yang ideal dalam penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, mengingat penuntutan merupakan bagian dari proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang tidak mungkin untuk dikesampingkan atau ditiadakan meskipun dalam kondisi dan situasi darurat seperti pada masa pandemi.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Digitalisasi Persidangan Online Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi)”

Fokus Penelitian
Berdasarkan masalah yang ditemukan perlu kiranya penulis membatasi masalah yang akan diteliti fokus pada:

1. Fokus penelitian menitikberatkan pada implementasi  digitalisasi administrasi persidangan online dalam upaya meningkatkan kinerja jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara.

2. Lokus penelitian di Kabupaten Sukabumi.
3. Narasumber dalam penelitian ini difokuskan kepada jaksa.
4. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif analisis, serta sifat penelitiannya adalah single case study. 

Dengan demikian studi kasus dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variabel – variabel yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya hal – hal lain yang berpengaruh terhadap penelitian ini dianggap konstan.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, agar apa yang penulis akan tuangkan sebagai bahan penelitian yang tidak terlalu luas, maka penulis berusaha untuk membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana digitalisasi persidangan online di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

2. Bagaimana kinerja jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

3. Bagaimana kendala dalam implementasi  digitalisasi persidangan online.

4. Bagaimana implementasi  digitalisasi persidangan online dalam upaya meningkatkan kinerja jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Digitalisasi  persidangan online di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

2. Kinerja  jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

3. Kendala dalam implementasi  digitalisasi persidangan online.

4. Implementasi   digitalisasi persidangan online dalam upaya meningkatkan kinerja jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Manfaat  Penelitian 

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna bagi jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, maupun lembaga atau instansin lainnya, adapun aspek manfaat adalah sebagai berikut: 

Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan peneliti dibidang  ilmu digitalisasi administrasi, khusunya tentang digitalisasi administrasi penanganan dan persidangan online  serta melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian serta memaparkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya ilmiah, dan menghubungkannya dengan data yang peneliti peroleh di lapangan.

Manfaat Praktis

Memberikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat menambah dan memperluas cakrawala, pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif penulis dalam pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan secara daring (online).

II. KERANGKA PEMIKIRAN, PROPOSISI PENELITIAN
Kerangka Pemikiran
E-Court atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan. E-Court mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Untuk diketahui, sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi E-Court. E
Court dalam PERMA ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (E
Filling), Pembayaran Perkara (E
Payment), Pemanggilan para pihak (E
Summons) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik / online saat mengajukan permohonan / gugatan perkara.5 Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation) ke dalam model E-Court. (Habibbullah, Muhamad Amri, 2021).

Keunggulan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sudah memungkinkan untuk pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan saja, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, kesimpulan, bahkan hingga dokumen putusan. Artinya, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dibandingkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya sebatas administrasi perkara elektronik saja tanpa ada persidangan elektronik. (Retnaningsih, Sonyendah, dkk, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya landasan hukum E
court adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan terutama dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di dalam lingkungan peradilan (Anggraeni, RR Dewi, 2020).

Salah satu keuntungan penggunaan E-court diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern (Rudy, Dewa Gde, dkk, 2021).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6), E-Court adalah : Proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup E
Court yaitu persidangam secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. E-Court dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan / TNI / POLRI, Kejaksaan RI, Direksi / Pengurus yang ditunjuk Badan Hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang melalui website http://ecourt.mahkamahagung.go.id. Tata cara proses E-Court diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat bagan kerangka paradigma penelitian sebagai berikut:


Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Proposisi Penelitian



Proposisi  penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Digitalisasi  persidangan online belum efektif.

2. Kinerja jaksa penuntut umum belum memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Ditemukan beberapa faktor yang menghambat dalam digitalisasi persidangan online.

4. Implementasi digitalisasi persidangan online yang efektif dapat meningkatkan kinerja jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara.

III. METODOLOGI PENELITIAN


Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2020: 40), Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel penelitian, yaitu implementasi  digitalisasi administrasi penanganan perkara dan persidangan online dalam upaya efektivitas penanganan perkara. Menurut Irawan (2018:61), Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif, maka metode penelitian yang digunakan adalah descriptive survey, yaitu suatu metode yang hanya melihat gambaran umum dari variabel atau hubungan antar variabel saja, menurut (Rusidi, 2019:151), informasi diperoleh berdasarkan pengumpulan data dari perusahaan yang dikumpulkan langsung dari tempat kejadian secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi fakta-fakta empirik terhadap objek yang sedang diteliti. Selain itu, digunakan pula pendekatan descriptive analysis, yaitu menginterpretasikan data yang diperoleh dengan fakta yang tampak pada waktu diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian. Tipe investigasi bersifat deskriptif dan tidak melakukan pengujian hubungan sebab akibat antara variabel.

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan jaringan internet yang begitu masif. Implikasi dari revolusi industri 4.0 tersebut mendorong pada kehidupan manusia yang sebelumnya konvensional menjadi ke arah yang modern. Dalam hal ini, dengan adanya perubahan pola yang terjadi dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif akibat adanya suatu revolusi industri 4.0 tersebut. Berdasarkan argumen yang ada, dapat diambil suatu substansi dari perkembangan teknologi yang berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Jika pelayanan tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka akan membuat proses pelayanan tersebut menjadi efektif jika pemerintah dapat mengalternatifkannya melalui perubahan teknologi yang ada secara baik dan benar.

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyrakat daalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. (Hatta, 2018) mengatakan bahwa aplikasi E-Court merupakan suatu perkara yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi E-Court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintahan harus jelih dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan E
Court. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan).

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi E-Court ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan online (e-ligation). Dalam peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elekltronik di pengadilan telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 untuk melanjutkan inovasi dari Undang-Undang yang pada akhirnya aplikasi pengadilan elektronik E-Court ini diluncurkan. Dengan diluncurkannya aplikasi E-Court ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik dimana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektifitas dalam suatu pelayanan publik. Sebelumnya dalam aplikasi E-Court ini sendiri masih dalam tahap uji coba yang diselenggarakan pada tahun 2018. Hal ini dilakukan karena dalam menciptakan suatu aplikasi harus benar-benar berfungsi untuk mempermudahkan masyarakat dan sangat perlu waktu dan persiapan yang matang, selanjutnya setelah dilakukan uji coba barulah apliakasi tersebut dapat disahkan. Tentunya dalam hal perubahan sebelum dan sesudah adanya aplikasi E-Court ini sangat terlihat, karena E-Court sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah setiap warga negara dalam melakukan pendaftaran perkara dalam proses pengadilan.

Secara teoritis, dengan adanya aplikasi E-Court ini berguna dalam pemeriksaan melalui media telekonferensi atau pemeriksan jarak jauh dalam tahap pembuktian karena tidak harus menunggu kehadiran orang yang akan diperiksa di sidang pengadilan, dengan adanya telekonferensi tersebut, proses berencana menjadi cepat dan efisien (Ni Putu Rivani Kartika Sari, 2018). Sedangkan secara praktis, aplikasi E-Court ini memberikan suatau pelayanan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif , efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit. Adapun contoh persidangan yang dapat ditunjang oleh aplikasi ini antara lain yaitu pendaftaran perkara oleh advokat, pemanggilan, gugatan pembayaran banjar biaya perkara, jawaban, replik, duplik, salinan putusan, serta untuk kegiatan administrasi baik untuk perkara perdata, tata usaha negara maupun perkara agama. Semua itu dapat dilakukan secara online (W Rudi, 2018). 

Teknologi dan informasi dalam kerangka manajemen pemerintahan akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas dikalangan penyelenggara pemerintahaan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat yang berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas dan lain sebagainya. Konsep E-government yang terimplementasi dalam instansi pemerintah telah banyak diterapkan diberbagai daerah untuk menunjang pelayanan publik dan salah satunya yang diterapkan oleh pemerintahan Kota Malang adalah dari sebuah intansi pemerintahan yakni Pengadilan Negeri Malang dengan situs online aplikasi “E-Court”, dengan perwujudan ini membuat semakin mudahnya pelayanan dari pihak pemerintahan dan dapat digunakan secara efisien. Dengan tuntutan perkembangan zaman yang kian masif membuat instansi manapun menerapkan suatu basis digital yang mampu menjangkau sekat waktu dan tempat kepada setiap kalangan.

Adanya aplikasi pengadilan elektronik (E-Court) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (E-Court) dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Elektronic court (E-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan adanya aplikasi E-Court. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. Aplikasi E-Court ini terbagi menjadi 4 unggulan yaitu E-filling, E-summons , E-litigation, E-payment. Keempat sistem tersebut menjadi nilai awal untuk membuat E-Court ini berjalan dalam jangka waktu yang lama kedepannya.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan

1. Digitalisasi  persidangan online di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung dengan nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020 yang bertujuan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses persidangan perkara pidana secara online serta PERMA 4/2020 Pasal 1 Angka 12 persidangan secara elektronik dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efesiensi dan efektif, dengan biaya perkara yang terjangkau.
2. Kinerja  jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, kecepatan waktu, dan efektivitas sudah baik. Namun masih terdapat  beberapa kendala dalam setiap penangan perkara contohnya kurangnya anggaran yang di butuhkan dalam menyelesaikan setiap perkara dan juga masih kurangnya pegawai.
3. Beberapa kendala dalam implementasi  digitalisasi persidangan online yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, faktor hukum, masyarakat dan kebudayaan. Kendala utama berkaitan dengan  SDM dan sarana
prasarana yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, adanya temuan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT), Ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama.
4. Implementasi   digitalisasi persidangan online dalam upaya meningkatkan kinerja jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yaitu proses digitalisasi layanan pengadilan dimulai pada administrasi dokumen yaitu dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang kemudian meluas pada pemrosesan perkara dari pendaftaran hingga diterbitkannya putusan yang memiliki kekuatan hukum. Peradilan elektronik dimana semua proses terkait perkara dapat dilayani pada aplikasi e-court dan e-litigasi. Aplikasi-aplikasi di pengadilan dapat terus berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Konsekuensi dari diterapkannya teknologi dalam layanan peradilan ini adalah kejaksaan harus memiliki SDM yang mampu beradaptasi dan menguasai aplikasi-aplikasi peradilan, sehingga tidak hanya mampu menggunakan tetapi juga mampu memperbaiki apabila terjadi kesalahan sistem terkait penggunaan e-court atau persidangan online.

Rekomendasi

1. Untuk mendukung kelancaran berjalannya proses persidangan perkara pidana yang diakukan secara online maka sebisa mungkin untuk melengkapi serta memperbaiki sarana prasana serta fasilitas yang digunakan dalam proses persidangan perkara pidana secara online. Selain itu hendaknya untuk lebih menikatkan koordinasi antar Lembaga Negara yang berada di dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online.

2. Pemerintah  memberikan dukungan mengenai kebutuhan persidangan online yaitu terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai agar persidangan online dapat berjalan dengan sesuai.

3. Untuk penegak hukum agar melaksanakan persidangan secara online dengan optimal agar asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terwujud dengan adanya persidangan secara online.

4. Perlu  segara untuk adanya pengadaan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan IT agar jika terjadi kendala ketika proses peradilan berjalan dapat ditangani secara cepat. Selain itu Kejaksaan juga perlu untuk melengkapi dan upgrade fasilitas yang ada agar mendukung adanya persidangan secara online.
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